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SURAT PERINTAH KERJA
NOMOR : KTC110.SPK/ENGINERING/610/UPKT/2025

TENTANG
JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP KALTIM TELUK

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam, bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh
Lima, di Balikpapan, kami yang bertandatangan dibawah ini :

PT PLN NUSANTARA POWER UP KALTIM TELUK suatu perusahaan yang didirikan
berdasarkan Hukum Indonesia, yang berkedudukan di Jalan PLTU No. 1 Teluk Waru, Kawasan
Industri Kariangau, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan 76134, yang
dalam hal diwakili oleh HABIB MUHAJIR selaku MANAGER UNIT PT PLN NP UP Kaltim Teluk,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU

UNIVERSITAS NEGERI MALANG, vyang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia,
berkedudukan hukum di Jalan Semarang 5, Malang, Jawa Timur 65145 yang dalam hal ini
diwakili oleh PROF. DR. MARKUS DIANTORO, M.SI, dalam kedudukanya sebagai Ketua
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Negeri Malang (LPPM UM),
dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS NEGERI MALANG
selanjutnya dalam Surat Perintah Kerja ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. PARA
PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk keperluan pemeliharaan unit pembangkit PT PLN NP UP Kaltim Teluk, PIHAK
KESATU mengundang Penyedia Barang/Jasa untuk mengikuti Pengadaan Langsung JASA
PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP KALTIM TELUK sesuai
Permintaan Penawaran Nomor 0034/UJKT/ENGINERING/#00/PLTU/AO-2024/12/2024/PP
tanggal 13 Januari 2025.

2. Bahwa PIHAK KEDUA telah mengirimkan Surat Penawaran Nomor No.
15.1.12/UN32.14/LT/2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang Pengadaan Langsung JASA
PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP KALTIM TELUK.

3. Bahwa untuk menindaklanjuti Pengadaan Langsung JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING
PADA TUBE BOILER CFB UP KALTIM TELUK telah dilakukan proses pengadaan sampai
dengan penunjukan pelaksana pekerjaan.

4. Bahwa kegiatan dalam butir 2 di atas telah dituangkan dalam :

a. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor 0034.BAN/ENGINERING/610/UPKT/
2025 tanggal 07 Februari 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Surat Perintah Kerja
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal — pasal di
bawah ini :

PARAF PIHAK KESATU : 'A' 4

PARAF PIHAK KEDUA : f *
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Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN

(1) PIHAK KESATU memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
setuju untuk menerima tugas dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan pekerjaan JASA
PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP KALTIM TELUK.

1.1 DATA TEKNIS/REFERENSI TEKNIS
1.1.1 Material yang Akan Digunakan Dalam Pengujian:

Tube boiler ASME SA210-C
Material metal coating

1.1.2 Standar Teknis Pekerjaan:

ASME BPVC sec 1, V dan VIII, Boiler and Pressure Vessel

ASTM E3 - 11(2017), Standard Guide for Preparation of Metallograhic
Specimens

ISO 9220:1988, Metallic Coatings - Measurement of Coating Thickness -
Scanning Electron Microscope Method

ASTM E1508 - 12a, Standard Guide for Quantitative Analysis by EDS.

ISO  13925:2004, MNon-Destructive Testing - X-ray Diffraction from
Polycrystalline and Amorphous Material

ISO 25178:2012, Geometrical Product Specification (GPS}-Surface Texture:
Area

ASTM E 1252-98, Standard Practice for General Techniques for Obtaining
Infrared Spectra for Qualitative Analysis

ASTM ES92, Standard Test Methods for Vickers Hardness and Knoop
Hardness of Metallic

ASTM  E384, Standard Test Methods for Microindentation Hardness of
Materials

ASTM E1225 - 13, Standard Test Methods for Thermal Conductivity of Solids
Using the Guarded Comparative-Longitudinal Heat Flow Technique

ASTM 04541- 09, Standard Test Methodss for Pull-Off Strength of Coatings
ASTM G211-14, Standard Test Methods for Conducting Elevated Temperature
Erosion Tests by Solid Particle Impingement Using Gas Jets

ISO 13573:2012, Corrosion of Metal and Alloys - Test Method for Thermal-
Cyding Exposure Testing Under High - Temperature Corrossion
Conditions for Metallic Materials.

ASTM G 76-95, Standard Test Method for Conducting Erosion Tests by
Solid Particle Impingement Using Gas Jets

ASTM E1225-13, Standard Test Methods for Thermal Conductivity of Solids
Using the Guraded Comparative-Longitudinal Heat Flow Temperature

1.2 LINGKUP PEKERJAAN /SCOPE OF WORK
1.2.1 Pekerjaan persiapan
1.2.2 Pengujian material metal coating tube boiler
1.2.3 Membuat kajian metal coating tube boiler

PARAF PIHAK KESATU : "é' 4

PARAF PIHAK KEDUA : J .
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1.3 PERFORMANCE DESIGN

1.3.1 Hasil pengujian untuk memperoleh data dan mengetahui material metal
coating untuk ketahanan erosi

1.3.2 Hasil pengujian untuk memperoleh data dan mengetahui karakteristik material
metal coating.

1.3.3 Hasil pengujian untuk memperoleh data dan mengetahui koefisien heat
transfer material metal coating.

1.3.4 Hasil pengujian dapat memberikan rekomendasi pengaplikasian metal coating

yang tepat.
' 1.3.5 Hasil pengujian dapat mendukung peningkatan keandalan pembangkit di
PT PLN Nusantara Power.
{ 1.4 DETAIL URAIAN PEKERJAAN
1.4.1 Persiapan

Berikut adalah tahapan persiapan sampel sebelum dilakukan pengujian:
_ 1. Pemotongan sampel
2. Perlakuan dan persiapan permukaan yang akan diuji
1.4.2 Pekerjaan Pengujian Metal Coating
1. Uji tidak merusak

No Pengujian Quantity
1 Ul Visual Mikro (OM} 2 Sampel
2 | Uji SEM {(Scanning Hectron 2 Sampel
Microscopy} Cross-Section
3 | Ul EDS {Energy Dispersive X-ray 2 Sampel
Spectroscopy)
4 | UJl FTIR (Fourier Dispersive X-ray 2 Sampel
Spectroscopy)
5 | Uji XRP (X-ray Diffraction) 2 Sampel
2. Uji Merusak
No Pengujian Quantity
1 | Uji DTA/TGA (Diffrential Thermal 1 Sampel
Analysis/Thermogrametric Analysis)
2 | Uji Pull Off Test (Pengujian Adhesion 2 Sampel
Coating)
3 |Uji Kekerasan (Hardness Test 2 Sampel
(Vickers)
4 Uji Korosi 3 Sampel
l 5 | Uji Erosi Korosi (Abrasi) 4 Sampel
1 6 Uji Thermal Conductivity 5 Sampel
|
u.' ’ A
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1.4.3 Kajian Hasil Pengujian Metal Coating

1. Menyusun kajian dan analisis hasil pengujian metal coating

2. Membuat klasterisasi dan Batasan nilai range pengelempokan kualitas hasil
uji sampel metal coating antara lain:
a. Uji Erosi Korosi (Abrasi)
b. Uji Kekerasan (Hardness Test (Vickers))
c. Uji DTA/TGA (Diffrential Thermal Analysis/Thermogrametric Analysis)
d. Uji Thermal Conductivity

1.4.4 Kajian Hasil Pengujian Metal Coating
Melakukan Focuss Group Discussion (FGD) penyampaian hasil dengan
melibatkan Kantor Pusat dan UP Kaltim Teluk.

1. FGD kajian hasil pengujian metal coating dan penentuan metal coating yang
telah diaplikasikan di PLTU Teluk Balikpapan

Apabila dalam proses pelaksanaan Pekerjaan terjadi penambahan atau pengurangan
Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka akan dilakukan
klarifikasi antara PARA PIHAK dan selanjutnya akan dilakukan Addendum terhadap Surat
Perintah Kerja ini.

JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP KALTIM TELUK
dilakukan di site PT PLN NUSANTARA POWER UP Kaltim Teluk.

Segala sesuatu yang belum tertuang dalam ayat (1) pasal ini tapi ada pada KAK/TOR
tetap harus dilakukan.

Pasal 2
SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan harus selalu mengacu kepada Standard
Prosedur Kerja dan Data-data Teknis yang sudah disetujui oleh PIHAK KESATU sehingga
pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan dapat terlaksana secara akurat, tepat waktu, baik
dan lengkap.

PIHAK KEDUA wajib menyediakan semua material yang merupakan tanggung jawab PIHAK
KEDUA dan bagian dari pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Surat
Perintah Kerja ini.

PIHAK KEDUA wajib menyediakan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk JASA
PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP KALTIM TELUK ini dengan
kondisi peralatan dalam keadaan baik dan siap dipergunakan serta harus memiliki
kemampuan yang sesuai dengan pekerjaan perbaikan ini (termasuk perlengkapan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA).

PIHAK KEDUA wajib menyediakan tenaga kerja/personil yang memiliki keahlian dan
keterampilan yang memadai, baik dalam jumlah maupun pengalaman dan kualitas untuk
pelaksanaan JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP KALTIM
TELUK sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Kerja ini.

A
PARAF PIHAK KESATU : ¥
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Pasal 3
PERSIAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

(1) Sebelum memulai pekerjaan JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER

(2)

(1)

(2)

CFB UP KALTIM TELUK berdasarkan Surat Perintah Kerja ini, PIHAK KEDUA harus :

a. Melaksanakan koordinasi (kick off meeting) dengan Direksi Pekerjaan (Assistant
Manajer Enginering) & Pengawas Pekerjaan (7eam Leader System Owner) untuk
meyakinkan tentang kondisi real di lapangan, kebutuhan material dan peralatan serta
waktu pekerjaan. Bila dalam pelaksanaan terdapat perubahan desain, harus
mengetahui pihak direksi pekerjaan.

b. Sebelum melaksanakan pekerjaan jika dilaksanakan di site, maka :

1. PIHAK KEDUA harus mendapatkan Working Permit dan Safety Permit dari PT PLN
NP UP Kaltim Teluk.

2. Dalam pembuatan PTW harap dilampiri schedule, daftar pekerja dilengkapi dengan
ID Card, daftar peralatan yang akan digunakan, daftar APD, sketsa HIRARC dan
bukti asuransi tenaga kerja.

3. Selama proses pelaksanaan pekerjaan di dalam unit PLTU, PIHAK KEDUA harus
selalu berkoordinasi dan didampingi oleh pengawas pekerjaan.

¢. PIHAK KEDUA harus mendapatkan Surat pas dari PT. PLN Nusantara Power UP Kaltim
Teluk Balikpapan untuk mengeluarkan barang / spare part.

d. Mempersiapkan material dan peralatan yang dibutuhkan.

e. Setiap kegiatan mobilisasi (keluar — masuk) barang di lokasi unit PLTU Kaltim Teluk,
maka PIHAK KEDUA wajib memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan
oleh PT. PLN NUSANTARA POWER UP Kaltim Teluk.

Dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja ini, PIHAK KEDUA harus
memiliki Prosedur Kerja.

Pasal 4
HARGA PEKERJAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa harga untuk JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA
TUBE BOILER CFB UP KALTIM TELUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perintah
Kerja ini adalah sebesar Rp 109.500.000,- (Terbilang : Seratus Sembilan Juta Lima
Ratus Ribu Rupiah), dengan ketentuan :

a. Harga tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku.

b. Harga termasuk material-material dan alat-alat yang menjadi lingkup penyediaan PIHAK
KEDUA, tenaga kerja/personil, asuransi, biaya-biaya/pungutan-pungutan yang berkaitan
dengan pelaksanaan JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP
KALTIM TELUK.

Jumlah harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tetap atau tidak berubah
(fixed price) sampai dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selesai melaksanakan hak
dan kewaijibannya berdasarkan Surat Perintah Kerja ini.

Qa
PARAF PIHAK KESATU :

PARAF PIHAK KEDUA : J’
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PARA PIHAK tidak dapat menuntut perubahan harga pekerjaan dan/atau tambahan
dan/atau pengurangan biaya apapun juga walaupun terjadi kenaikan atau penurunan
harga yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan kecuali atas persetujuan /
penetapan pemerintah.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN TEMPAT PENYERAHAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB
UP KALTIM TELUK adalah 16 minggu atau 112 (seratus dua belas) hari kalender
sejak Surat Perintah Kerja (SPK) atau PO diterbitkan.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sudah memperhitungkan
waktu yang dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan seluruh pekerjaan
sampai dengan selesainya pekerjaan, termasuk waktu vyang dibutuhkan untuk
mendatangkan material, melaksanakan pekerjaan, serta sudah termasuk antisipasi dan
perhitungan kebutuhan libur hari raya maupun hari besar dan/atau libur nasional lainnya.

Tempat penyerahan hasil pekerjaan JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE
BOILER CFB UP KALTIM TELUK adalah di PT PLN NP UP Kaltim Teluk, dilengkapi dengan
dokumen-dokumen sesuai pasal 6 ayat (2) Surat Perintah Kerja ini.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan hanya dapat diperpanjang apabila disepakati oleh
PARA PIHAK.

Pasal 6
LAPORAN PEKERJAAN
PIHAK KEDUA diwajibkan menyampaikan laporan akhir dokumen pekerjaan kepada PT PLN
Nusantara Power menggunakan Bahasa Indonesia, berupa hard copy 2 (Dua) dokumen asli
dan 3 (Tiga) dokumen salinan serta 3 soft copy dalam bentuk flasdisk/hardisk, dengan isi
laporan sebagai berikut namun tidak terbatas pada:

1. Metodologi pekerjaan dan spesifikasi teknis peralatan yang digunakan
2. Hasil pekerjaan berupa:
a. Uji tidak merusak
b. Uji merusak
3. Laporan kajian hasil pengujian metal coating tube boiler:
a. Menyusun kajian, analisis dan rekomendasi hasil pengujian metal coating.
WBS (Work Breakdown Schedule)/time line pelaksanaan pekerjaan.
Executive Summary.
Dokumentasi & foto yang diperlukan.
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

© N o b

Laporan hasil pekerjaan harus dipresentasikan pekerjaan lapangan selesai.
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(2) Final report harus diserahkan selambatnya 1 minggu sesudah presentasi hasil.PIHAK

3

(1)

)

(3

4

©)
(6)

7)

(8)

)

KEDUA diwajibkan menyerahkan Laporan Pekerjaan Selesai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ini kepada PIHAK KESATU dalam hal ini Tim Pemeriksa Barang / Jasa selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING
PADA TUBE BOILER CFB UP KALTIM TELUK sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah
Kerja ini selesai dilaksanakan.

Laporan hasil pelaksanaan pekerjaan harus di presentasikan oleh PIHAK KEDUA kepada
PIHAK KESATU selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak
pekerjaan telah selesai dilaksanakan / sejak penyerahan pekerjaan.

Pasal 7
IJIN, KEAMANAN, DAN KESELAMATAN KERJA
SERTA KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Sebelum melaksanakan pekerjaan PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan surat ijin
kerja / safety permit kepada PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan PT PLN NP UP
Kaltim Teluk, baik K3L (Keselamatan, Keamanan Kerja dan Lingkungan) maupun Sistem
Manajemen Pengamanan (SMP).

PIHAK KEDUA diwajibkan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja dengan
menyediakan alat alat perlengkapan keselamatan kerja bagi pekerjanya, termasuk segala
upaya pencegahan kecelakaan kerja.

Selama dalam lingkungan PLTU Teluk Balikpapan, seluruh tenaga keria harus
menggunakan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU.

Semua pekerja wajib melaksanakan safety induction sebelum melakukan pekerjaan.

Setiap penggunaan sarana milik PT PLN NP UP Kaltim Teluk harus mendapatkan ijin dari
PIHAK KESATU (bidang terkait)

PIHAK KESATU tidak menerima alasan dalam bentuk apapun terhadap kehilangan,
kerusakan, kebakaran, dari data, dokumen, atau bentuk apapun yang menjadi milik PTHAK
KESATU yang disebabkan oleh kelalaian dalam pelaksanan pekerjaan sehingga Pelaksana
Pekerjaan harus bertanggungjawab dan mengganti setiap data atau dokumen yang rusak,
hilang atau terbakar baik selama pengerjaan, penggunaan mobilisasi/demaobilisasi dan hal-
hal lain.

Pelaksanaan pekerjaan disertai dengan pemasangan alat pengaman untuk personil pekerja
maupun peralatan, APAR dan APAT menjadi tanggung jawab pihak pelaksana pekerjaan.

Pihak pelaksana wajib merapikan kembali semua peralatan dan sistem hasil pekerjaan
sesuai kaidah 5S.

(10) Setiap pekerjaan yang menggunakan api harus dalam pengawasan petugas Safety / K3

(11) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas segala bentuk kecelakaan kerja yang

7
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terjadi dalam pelaksanaan JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB
UP KALTIM TELUK dan segala biaya yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab PIHAK
KEDUA.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara penuh atas segala hal yang berhubungan dengan
tenaga kerja/personil dari PIHAK KEDUA, termasuk ongkos, upah beserta asuransi/jaminan
kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian bagi tenaga kerja/personil yang digunakan
untuk melaksanakan JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP
KALTIM TELUK sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Kerja ini.

PIHAK KESATU tidak berurusan dan tidak bertanggungjawab kepada pihak lain yang
berkaitan dengan JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP
KALTIM TELUK dan semuanya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pihak Pelaksana menjamin kebersihan lingkungan selama pelaksanaan pekerjaan hingga
penyelesaian pekerjaan dengan membuang kotoran / sampah yang terkumpul ketempat
yang telah disediakan (TPA) atau yang telah ditentukan oleh PIHAK KESATU, khusus untuk
pembuangan limbah B3 (jika ada) harus berkoordinasi dengan PIHAK KESATU.

Pasal 8
DIREKSI PEKERJAAN DAN PENGAWAS PEKERJAAN

Untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KESATU akan menunjuk Direksi Pekerjaan
yang bertugas memberi bimbingan dan petunjuk kepada PIHAK KEDUA dalam
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Perintah Kerja ini.

Direksi Pekerjaan adalah Assistant Manajer Enginering, dimana untuk kelancaran
pelaksanaan tugasnya, Direksi Pekerjaan dapat menunjuk Pengawas Lapangan untuk
melakukan pengawasan dan pendampingan dalam proses pelaksanaan pekerjaan.

PIHAK KEDUA menunjuk pengawas pekerjaan yang mempunyai wewenang atau kuasa
penuh untuk mewakili PIHAK KEDUA dalam melaksanaan pekerjaan dan dapat menerima
serta memutuskan pelaksanaan pekerjaan,

PIHAK KEDUA wajib menempatkan tenaga pengawas Pekerjaan yang benar-benar ahli
dalam pelaksanaan pekerjaan dan memahami peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
(K3) sehingga terjamin kualitas Pekerjaan dan terwujudnya K3.

Pasal 9
PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
Setelah seluruh Pekerjaan JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB
UP KALTIM TELUK selesai dikerjakan, Direksi Pekerjaan meminta kepada Tim Pemeriksa

Barang/Jasa untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan JASA PENGUJIAN MATERIAL
COATING PADA TUBE BOILER CFB UP KALTIM TELUK.

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penyerahan hasil Pekerjaan JASA

PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP KALTIM TELUK berikut

dokumen penyerahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Surat Perintah Kerja ini
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segera dilakukan pemeriksaan terhadap JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE
BOILER CFB UP KALTIM TELUK dimaksud oleh PIHAK KESATU dalam hal ini diwakili oleh
Tim Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PLN NP UP Kaltim Teluk, dengan disaksikan oleh
PIHAK KEDUA.

Pekerjaan JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP KALTIM

TELUK dinyatakan diterima apabila memenuhi guality acceptance sebagai berikut :

a. Semua lingkup Jasa Pengujian Metal Coating Tube Boiler dalam lingkup pekerjaan dan
detailnya terpenuhi, delivery dan proses penyampaian laporan sesuai dengan yang
dijadwalkan

Penyerahan atas hasil JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP

KALTIM TELUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Surat Perintah Kerja ini oleh

PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU akan dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian

Pekerjaan.

Pasal 10
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam 1 (satu)
tahap.

Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA menjadi 2 tahap
dengan ketentuan :

1. Pembayaran tahap 1 akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
sebesar 50 % dari Seluruh Harga Pekerjaan setelah PIHAK KEDUA menyerahkah dan
menyelesaikan pekerjaan Pengujian Metal Coating sampai dengan Uji Tidak
Merusak yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tahap 1.

2. Pembayaran tahap 2 akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
sebesar 50 % dari Seluruh Harga Pekerjaan setelah PIHAK KEDUA menyerahkah dan
menyelesaikan sisa pekerjaan JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE
BOILER CFB UP KALTIM TELUK yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyelesaian
Pekerjaan Tahap 2.

Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK
KEDUA menyerahkan dan menyelesaikan Pekerjaan berikut dokumen penyerahannya
secara lengkap. Permintaan pembayaran ditujukan kepada PT PLN NP UP KALTIM TELUK
dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:

Surat Permohonan Pembayaran dengan ditujukan kepada PT PLN NP UP Kaltim Teluk;
Kuitansi dalam 3 (tiga) rangkap asli, 1 lembar bermaterai Rp. 10.000;

Invoice dalam 3 (tiga) rangkap asli ;

Copy Surat Surat Perintah Kerja (SPK) ;

Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan ;
Copy PKP dan NPWP;

~ponTo
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g. Faktur Pajak 3 (tiga) rangkap, dengan ditujukan kepada PT PLN Nusantara Power UP
Kaltim Teluk, dengan alamat JI.. PLTU NO.1 KM 13, Teluk Waru Kawasan Industri
Kariangau, Kel Kariangau, Kec Balikpapan Barat dan dengan NITKU 000021. Tanggal
Faktur Pajak disesuaikan Kwitansi dan Invoice;

Pembayaran dapat dilakukan secara Transfer melalui PIHAK KESATU setiap hari kerja
melalui Bank atas permintaan PIHAK KEDUA

Biaya-biaya yang timbul pada bank PIHAK KEDUA sehubungan dengan transaksi
pembayaran yang dilakukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Surat
Perintah Kerja ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 11
SANKSI KETERLAMBATAN

Apabila terjadi keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (1) Surat Perintah Kerja ini beserta dokumen penyerahannya, maka PIHAK KEDUA
dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 %o ( satu permil ) per-hari kalender dari seluruh
harga (termasuk PPN yang berlaku) JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE
BOILER CFB UP KALTIM TELUK untuk setiap hari kalender keterlambatan, dengan batas
maksimum sanksi keterlambatan sebesar 5% (lima perseratus) dari harga JASA PENGUJIAN
MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP KALTIM TELUK, kecuali keterlambatan
dimaksud disebabkan adanya Force Majeure atau disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan
dengan kesalahan PIHAK KESATU.

Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender terhitung sebelum berakhirnya batas waktu
penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Surat Perintah Kerja
beserta dokumen penyerahannya, PIHAK KESATU akan memberikan pemberitahuan secara
tertulis kepada PIHAK KEDUA mengenai batas akhir waktu penyerahan pekerjaan beserta
dokumen penyerahannya.

Apabila sampai dengan batas waktu penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 5 ayat (1) Surat Perintah Kerja ini, PIHAK KEDUA belum menyerahkan JASA
PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP KALTIM TELUK, maka PIHAK
KESATU berhak untuk memutus Surat Perintah Kerja secara sepihak berdasarkan ketentuan
Pasal 14 Surat Perintah Kerja dan PIHAK KEDUA dikenakan sanksi tidak diperbolehkan
untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di wilayah kerja PIHAK KESATU minimal
selama 1 (satu) tahun sejak tanggal pemutusan Surat Perintah Kerija.

Pasal 12
KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN LARANGAN PENYUAPAN,
KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME (KKN)

PARA PIHAK menyepakati bahwa pada saat melaksanakan Perjanjian ini berdasarkan pada
prinsip itikad baik, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung guna
memenuhi keinginannya, menerima serta bertanggungjawab atas segala keputusan yang
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK, menghindari serta mencegah
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terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of interest), menghindari serta mencegah
penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi-
golongan-atau pihak lain, dan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan
untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang
diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

PARA PIHAK menyepakati bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib patuh dan selalu
mengambil tindakan yang cukup untuk memastikan subkontraktor, agen, atau pihak lain
yang menjadi subjek kendali agar patuh terhadap setiap hukum Indonesia yang berlaku,
tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
apabila terbukti terlibat Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), penyuapan dan lain sebagainya

PARA PIHAK dengan ini menjamin untuk tidak akan membayar, menawarkan, menjanjikan
atau setuju untuk membayar, menyebabkan dibayarnya, ditawarkannya, dijanjikannya,
persetujuan untuk membayar, secara langsung atau tidak langgung, sehubungan dengan
pelaksanaan Perjanjian ini atau setiap potensi proyek, setiap kontribusi, biaya, komisi
politik, atau pembayaran yang tidak semestinya atau manfaat lain kepada pegawai atau
perwakilan pemerintah atau perseorangan swasta yang mengakibatkan timbulnya
pembayaran yang tidak semestinya.

PARA PIHAK selanjutnya menjamin untuk tidak, secara langsung atau tidak langsung,
sehubungan dengan Perjanjian ini dan bisnis yang timbul karenanya, menawarkan,
membayar, berjanji untuk membayar, atau mengizinkan pemberian uang atau hal lainnya
yang bernilai kepada pegawai atau perwakilan pemerintah atau pihak manapun, dengan
mengetahui atau sadar bahwa uang atau hal lainnya yang bernilai tersebut akan
ditawarkan, diberikan atau dijanjikan, secara langsung atau tidak langsung, kepada
pegawai atau perwakilan pemerintah, dengan tujuan:

a. Mempengaruhi tindakan atau keputusan dari pegawai tersebut dalam kapasitasnya,
termasuk keputusan untuk tidak melaksanakan tugas kedinasannya.

b. Mendorong pegawai tersebut untuk menggunakan pengaruhnya kepada institusi
pemerintah untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan apapun dari institusi
pemerintah tersebut, untuk membantu PIHAK manapun untuk mendapatkan atau
mempertahankan bisnis atau mengarahkan suatu bisnis kepada pihak ketiga.

PARA PIHAK menyepakati bahwa tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang
mengakibatkan terjadinya ketidakwajaran dalam pelaksanaan Perjanjian ini termasuk
namun tidak terbatas pada tindakan Penipuan, Persekongkolan, Kolusi Penyuapan, Korupsi,
Kecurangan, Pemalsuan dan tindakan lain yang bertentangan dengan peraturan yang
berlaku dan tidak sesuai dengan etika bisnis yang baik.
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Apabila PIHAK KEDUA terbukti tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ini, maka PIHAK KESATU berhak memutus Perjanjian ini secara sepihak. Jaminan
Pelaksanaan atau Jaminan Garansi berupa Bank Garansi (apabila terjadi saat masa Garansi)
akan dicairkan dan sepenuhnya menjadi milik PIHAK KESATU, serta PIHAK KEDUA
dikenakan sanksi Blacklist selama minimum 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal
penjatuhan sanksi Blacklist oleh PIHAK KESATU

Pasal 13
PEMBEBASAN TUNTUTAN
PIHAK KEDUA menjamin PIHAK KESATU bahwa sejak ditandatanganinya Surat Perintah
Kerja ini maupun dikemudian hari tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang
menyatakan mempunyai hak atas Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
Surat Perintah Kerja ini yang telah dilaksanakan dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada
PIHAK KESATU.

Apabila di kemudian hari PIHAK KESATU mendapat tuntutan dari pihak lain yang
menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau mempunyai hak atas lingkup pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini yang telah dilaksanakan dan
diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, maka semua biaya yang diperlukan
oleh PIHAK KESATU sebagai akibat tuntutan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab
PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK KESATU dari segala denda, tuntutan, dan/atau
gugatan baik dari karyawan PIHAK KEDUA sendiri maupun pihak ketiga lainnya yang terjadi
akibat dari tindakan PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Perintah Kerja ini.
PIHAK KEDUA wajib membela PIHAK KESATU terhadap tuntutan dan/atau gugatan
mengenai hal tersebut dalam proses pengadilan, segala biaya yang timbul menjadi beban
dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 14
PEMUTUSAN SURAT PERINTAH KERJA

Pemutusan Tanpa Peringatan

Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah penandatanganan Surat Perintah Kerja ini
atau telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri, maka PIHAK KESATU berhak memutus
Surat Perintah Kerja secara sepihak, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa memberikan
peringatan tertulis kepada PIHAK KESATU.

Pemutusan dengan memberikan peringatan secara tertulis

a. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyerahkan pekerjaan dalam batas waktu
Penyelesaian Pekerjaan dan atau tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam
Perintah Kerja ini, maka PIHAK KESATU akan memberikan peringatan tertulis kepada
PIHAK KEDUA sebagai Surat Peringatan Pertama.
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b. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal diterbitkannya
Surat Peringatan Pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, PIHAK KEDUA
tidak memberikan respon/jawaban secara tertulis dan atau PIHAK KEDUA tidak dapat
menyerahkan pekerjaan dalam batas waktu yang ditentukan, maka PIHAK KESATU
akan memberikan Surat Peringatan Kedua sekaligus Surat Peringatan terakhir.

c. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal diterbitkannya
Surat Peringatan Kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini PIHAK KEDUA
tidak memberikan respon/jawaban secara tertulis, maka PIHAK KESATU berhak
memutus Perintah Kerja ini.

Apabila terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, PIHAK KEDUA
dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang/ jasa di wilayah
kerja PIHAK KESATU selama minimal 1 (satu) tahun sejak tanggal pemutusan Surat
Perintah Kerja.

Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian secara sepihak, maka PARA PIHAK sepakat untuk
tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan Pasal 1166 dan Pasal 1067 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.

Pasal 15
FORCE MAJEURE

Kejadian Kahar (Force Majeure) adalah setiap keadaan memaksa yang berada diluar kontrol
yang waijar, langsung ataupun tidak langsung dari pihak yang terkena (termasuk tetapi
tidak terbatas pada kerusuhan, perang, bencana alam, pemogokan nasional, terorisme,
embargo, blackout pada sistem ketenagalistrikan Jawa-Bali), tetapi jika hanya dan sejauh
bahwa:

a. Situasi tersebut, walaupun telah dilakukan upaya keras yang pantas, tidak dapat
dicegah, dihindari atau dipindahkan oleh pihak tersebut;

b. Kejadian tersebut mempengaruhi secara materiili kemampuan pihak yang terkena
untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Surat Perintah Kerja ini dan pihak yang
terkena telah melakukan seluruh tindakan pencegahan yang pantas, kehati-hatian dan
tindakan alternatif yang pantas untuk menghindari akibat dari kejadian tersebut
terhadap kemampuan pihak yang terkena tersebut untuk melaksanakan kewaijiban
berdasarkan Surat Perintah Kerja ini dan untuk mengurangi konsekuensi-
konsekuensinya;

¢. Kejadian tersebut bukan akibat langsung atau tidak langsung kegagalan salah satu
pihak untuk melaksanakan setiap kewajiban-kewajibannya berdasarkan Surat Perintah
Kerja ini; dan Pihak yang terkena tersebut telah mengirim kepada pihak lainnya
pemberitahuan seketika yang menjelaskan kejadian tersebut dan akibat yang terjadi
dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan ini dengan
ketentuan Kejadian Kahar tidak termasuk pemogokan, penutupan atau tindakan
industri lainnya oleh personil dari pihak yang terkena atau agen-agen.
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Dalam hal terjadi force majeure, maka PIHAK KEDUA waijib memberitahukan secara tertulis
kepada PIHAK KESATU dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung
sejak terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini PIHAK KEDUA
tidak memberitahukan kejadian force majeure tersebut kepada PIHAK KESATU, maka
keterlambatan penyelesaian pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja ini dianggap bukan
sebagai akibat dari Force Majeure.

Dalam pemberitahuan mengenai Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
Pasal ini harus disertai dengan keterangan dari pihak yang berwenang mengenai peristiwa
tersebut dan PIHAK KEDUA dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu
penyelesaian pekerjaan kepada PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya
permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini akan
memberikan jawaban secara tertulis mengenai permohonan dimaksud kepada PIHAK
KEDUA.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini PIHAK
KESATU tidak memberikan jawaban terhadap permohonan perpanjangan waktu
penyelesaian pekerjaan dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dianggap telah
memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud.

PIHAK KEDUA tidak dapat dikenakan sanksi atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan
yang diakibatkan oleh Force Majeure.

Pasal 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila timbul perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini,
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah.

Surat Perintah Kerja ini tunduk pada Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Segala sengketa, pertentangan atau perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan
Surat Perintah Kerja ini, atau pelanggarannya yang tidak dapat diselesaikan dengan
musyawarah (dengan jalan damai), akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI) di Surabaya sesuai prosedur dan tata cara penyelesaian perselisihan yang
berlaku di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tidak dapat diganggu gugat dan
bersifat terakhir. Keputusan tersebut segera diserahkan kepada pengadilan yang
mempunyai wewenang hukum (yurisdiksi) untuk melaksanakannya. PARA PIHAK tidak akan
mengajukan banding kepada pengadilan atas keputusan tersebut.

Selama menunggu penyelesaian atas suatu sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ini, PARA PIHAK akan tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan Surat Perintah Kerja ini.
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Pasal 17

PENYERAHAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAINNYA
PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan
kewajibannya berdasarkan Surat Perintah Kerja ini kepada pihak lain tanpa persetujuan
tertulis dahulu dari PIHAK KESATU.
Dalam hal PIHAK KEDUA akan mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini kepada pihak lain
berdasarkan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU, maka seluruh kerugian yang timbul
sebagai akibat pengalihan pekerjaan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK
KEDUA.
Apabila PIHAK KEDUA dikemudian hari diketahui bahwa pekerjaan sebagaimana dimaksud
Perjanjian ini diserahkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PIHAK KESATU maka:

a. PIHAK KESATU berhak melakukan pemutuskan Surat Perintah Kerja ini secara sepihak.

b. PIHAK KESATU berhak mengeluarkan PIHAK KEDUA dari daftar rekanan PIHAK
KESATU.

¢. PIHAK KESATU berhak tidak memperbolehkan PIHAK KEDUA mengikuti pengadaan di
Wilayah Kerja PIHAK KESATU selama minimal 1 (satu) tahun.

Pasal 18
PEKERJAAN TAMBAH

Apabila dalam pelaksanaan Perintah Kerja ini, terdapat pekerjaan diluar ruang lingkup pekerjaan,
dimana pekerjaan tersebut terkait langsung dengan pekerjaan dan yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh pekerjaan, maka:

1

2

3)

(1)

(2)
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Selama nilai pekerjaan tersebut lebih kecil atau sama dengan 10% (sepuluh perseratus)
dari harga pekerjaan, maka pekerjaan tersebut dapat dimasukan dalam Surat Perintah
Kerja ini sebagai Pekerjaan Tambah.

Apabila jenis pekerjaan dalam Pekerjaan Tambah harga satuan untuk pekerjaan dimaksud
terdapat dalam Surat Perintah Kerja ini, maka harga satuan yang dipakai untuk Pekerjaan
Tambah adalah harga satuan yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja ini.

Apabila jenis pekerjaan dalam Pekerjaan Tambah harga satuan untuk pekerjaan dimaksud
tidak terdapat dalam perjanjian ini, maka harga satuan yang dipakai untuk Pekerjaan
Tambah akan ditentukan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK,

Pasal 19
PERUBAHAN-PERUBAHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam perintah kerja ini hanya dapat
dilakukan atas persetujuan bersama.

Usulan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diajukan secara
tertulis oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak lainnya sebelum berlakunya

PARAF PIHAK KESATU : 'é' J

PARAF PIHAK KEDUA :

| |
e
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perubahan yang diusulkan.

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini setelah disepakati dan
ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Surat Perintah Kerja ini.

Pasal 20
LAIN LAIN

Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Konsideran Perintah Kerja ini dan dokumen-
dokumen lain yang berhubungan dengan pelaksanaan perintah kerja ini merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari perintah kerja ini dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 21
ADMINISTRASI DAN SURAT MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan atau surat-menyurat dilakukan dengan cara diserahkan langsung
atau dikirim melalui pos atau faksimili atau sarana komunikasi lainnya yang disepakati
PARA PIHAK yaitu :

PIHAK KESATU
PT PLN NP UP KALTIM TELUK
JI. PLTU No.1 Teluk Waru, Komplek Industri Kariangau, Balikpapan Barat 76134

Faksimili R
Telepon : 0542 - 853 0818
Untuk Perhatian . Assistant Manajer Business Support

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Jalan Semarang 5, Malang, Jawa Timur 65145

Telepon : 0341-551312
Faksimili ]
Untuk Perhatian . Ketua LPPM Universitas Negeri Malang

(2) Salah satu pihak dapat mengganti alamat, nomor faksimili atau nama orang kepada siapa
pemberitahuan dialamatkan dengan memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya.

Pasal 22
PENUTUP

Surat Perintah ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing mempunyai kekuatan hukum
yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA,
setelah dibubuhi materai yang cukup, ditandatangani di Balikpapan, pada hari, tanggal, bulan

dan tahun tersebut pada Surat Perintah Kerja ini.
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